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ABSTRAK 

 

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan 

Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun ternyata dalam perjalanannya, 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan 

pendayagunaan Tanah Telantar. Masih banyak beberapa kasus kawasan tanah 

terlantar dan apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat 

mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin 

menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari 

penelantaran kawasan.  untuk itu penting melakukan pengkajian tentang hakekat 

asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, 

sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Nasional tidak 

menghendaki adanya penelantaran tanah. Berangkat dari latar belakang tersebut 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengaturan mengenai 

tanah terlantar? tersebut dan menungkannya dalam sebuah penelitian hukum yang 

berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria 

Nasional dan Hukum Islam”. Tujuan peneilitan ini guna mengetahui bagaimaan 

Pegaturan serta  Perbandingannya Menurut Hukum Nasional  dan Hukum Islam. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 

reseacrh) dalam penyeselesaiannnya yakni menggunakan data atau bahan yang 

bersumber dari buku dan kitab yang mempunya relevansi dengan judul. S ifat 

penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh 

konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data 

yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Sehingga nantinya akan menganalisis 

tentang perbandingan pengaturan tanah terlantar menurut hukum agraria nasional 

dan hukum islam mengunakan teori tanah terlantar dan Maqāṣhid al-syariah. 

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya dua kesimpulan pertama 

Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping mempunyai 

fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Kebijakan pengelolaan tanah 

terlantar dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial 

tanah dapat terealisasikan. Kedua beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar 

dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan 

mekanisme pengelolaan tanah terlantar. 

 

Kata Kunci : Pengaturan Tanah Terlantar, Hukum Nasional dan Hukum Islam  
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MOTTO 

“Change your thoughts and you change your woeld.” 

(Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ Ṡ ث

Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha’ Ḥ ح

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ KH Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

 Sad Ṣ ص

Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad Ḍ ض

De (dengan titik di 

bawah) 

 Ta’ Ṭ ط

Te (dengan titik di 

bawah) 

 Za’ Ẓ ظ

Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘El ل

 Mim M ‘Em م

 Nun N ‘En ن

 Wawu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دةَ   Ditulis Muta’addidah مُتعََد ِّ

دَّة  Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

كْمَة  Ditulis Hikmah حِّ

زْيَة  Ditulis Jizyah جِّ

2. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُ الْْوَْلِّيَاء 

 

3. Bila ta’ marbūtah hidup dengan harakat fathaḥ, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زَكَاةُ الْفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

 Fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 Dammah Ditulis U ـُ
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E. Vokal Panjang 

1 

fatḥaḥ+alif 

لِّيَّة  جَاهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2 

fatḥaḥ+ya’ mati 

 تنَْسَى 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

Kasrah+ya’ Mati 

يْم  كَرِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 

ḍammah+wawu mati 

 فرُُوض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

fatḥaḥ+ya’ mati 

 بيَْنَكُمْ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 

fatḥah+wawu mati 

 قوَْل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

 Ditulis a’antum أأَنَْتمُ 1

 Ditulis la’in syakartum لئَِّنْ شَكَرْتمُْ  2
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H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن 

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِّيَاس

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 ’Ditulis as-Samā الَسَّمَاءَ

 Ditulis asy-Syams الَشَّمْس

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذوي الفروض 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهَْلِّ السُّنَّة 

 

 

K. Pengecualian 

              Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya. 
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الأنبياءوالمرسلين، سيدن محمّد وعلى اله وصحبه الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على اشرف  

 والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين إيك نعبد وإياك نستعين، اما بعد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia, 

menjadi bagian yamg tidak dapat terpisahkan untuk keberlangsungan hidup 

manusia dari waktu ke waktu, jaminan landasan Institusioanal kebijaksanaan 

pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada ketentuan Pasal 33 

ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Bumi dan 

air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikusai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Bahwa jelas menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) 

Negara memberikan jaminan hak atas tanah terhadap warga negara yang dalam hal 

ini perdistiribusian diaturnya oleh negara karena mengingat urgent dan 

pundamental kepemilikan atas tanah maka negara menerbitkan Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1960 yang merupakan peletak dasar untuk membuat aturan-aturan 

lain di bidang pertanahan. 

Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal 

dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Selain itu, tanah merupakan 

harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan yang akan 

datang dan tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu orang selalu ingin untuk 

memperoleh dan menguasai tanah. Namun pada sisi lain masih ada orang yang tidak 

memanfaatkan tanah secara maksimal karena sering juga terlihat tanah ini itu 
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ditelantarkan, padahal aturan perundang-undangan melarang tanah untuk 

ditelantarkan.1 

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara 

Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan atau dimiliki 

baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah 

di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur 

untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber 

kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, 

menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta 

memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan 

pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan 

kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.2 

Pemanfaatan tanah oleh manusia memerlukan regulasi yang mengikat. Maka 

lahirlah Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang sering dikenal dengan Undang-

undang Pokok Agraria. Pada pokoknya tujuan Undang-undang Pokok Agraria 

adalah sebagai berikut: 

 
1 Muchsin, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 10. 

2 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar. 
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1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur. 

2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan. 

3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak- 

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.3 

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, tanah juga harus mempunyai fungsi 

sosial, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UUPA “semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada 

seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau 

tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal 

itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi 

masyarakat dan Negara.4 

 
3 Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, “Undang-undang Nomor 5 tahun 1960” 

(Surabaya : Rona Publishing, tt), hlm. 62-63. 

 

 

     

4 Ibid. 
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Secara fundamental asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin 

kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai Negara hukum 

yang berkonsepsi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan 

tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapan asas fungsi 

sosial hak atas tanah menjadi strategi bagi terwujudnya negara hukum yang 

menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Untuk itu sangat penting 

melakukan pengkajian tentang hakekat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, 

yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi 

hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.5 

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka 

pengaturan penguasaan tanah sangat penting. Asas-asas yang mendasari hubungan 

dan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam hukum pertanahan di 

Indonesia dalam UUPA. Masing-masing asas tersebut adalah asas Ketuhanan yang 

Maha Esa, asas persatuan Indonesia, asas demokrasi dan kerakyatan, asas 

musyawarah, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas keadilan sosial, asas 

komunalistik dan religius, asas pemisahan horizontal, asas spesialitas dan asas 

publisitas. 

Hak-hak atas tanah yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, 

adalah: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak 

membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak tersebut 

 
5 Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu 

Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia),” Yustisia, Vol. 5,  Nomor. 2 (Mei - 

Agustus 2016), hlm. 303. 
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dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta 

hak-hak yang sifatnya sementara yang akan ditetapkan sementara, dimaksudkan 

untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukannya dan subjek yang 

memohon hak atas tanah tersebut.6 

Dan ketika melihat  hukum pengaturan tanah dalam Islam diantaranya  yaitu:  

1. Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam 

mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya.  

2. Ketika ada tanah terlantar/mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, 

maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu 

mengelolanya. 

3. Disamping itu Negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma  tanah 

yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang 

nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.  

Berdasarkan hal ini terlihat kunci kepemilikan lahan pertanian adalah 

kemampuan mengelola. Jika tidak mampu, maka kepemilikannya bisa hilang. 

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang 

tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan 

potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran 

terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah 

memperoleh dasar penguasaan tanah. Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi 

terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya 

 
6 Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, “Undang-undang …, hal 34 
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ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-

ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan 

dan harmoni sosial.7 

Menurut Hukum Islam tanah terlantar dalam Islam dikenal dengan tanah mati 

atau ihya al-mawat. Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari 

hidup. Al-mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh atau tanah 

yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. Al-Mawat berarti 

sesuatu yang tidak mempunyai roh dan tanah tidak berpenghuni atau berarti sesuatu 

yang tidak mempunyai roh, juga berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak 

dimanfaatkan. Dalam buku Nataij al-Afkar, tanah mati yaitu tanah yang tidak 

dimanfaatkan karena ketidakadaan air, serta susah pula memanfaatkannya, tidak 

dimiliki, atau terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui 

pemiliknya serta jauh dari perkampungan.8 

Ihya al-mawat secara terminologis berarti membuka tanah yang tidak bertuan 

dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang 

bermanfaat, untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya.9 Islam 

mensyariatkan ihyaal-mawat terhadap tanah yang tidak ada pemiliknya dan yang 

tidak dikhususkan untuk kepentingan umum. Islam memberi motivasi kepada kaum 

muslimin untuk memperluas tanah produktif, agar mereka tersebar di muka bumi, 

 
7 Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar”, Jurnal Dinamika Hukum Vol .10 Nomor 1 Januari 

(2010) hal. 52. 

8 Ibid. 

9 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar at. al., Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 403 
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dan menghidupkan tanah yang mati supaya kekayaan mereka melimpah sehingga 

dapat menjadikan mereka kuat. Dasar pemberlakuan ihya al- mawat adalah hadits 

dan ijma. Dasar dari hadis adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

(hadist 3083), dan At-Turmudzi (hadis 1378), seperti berikut ini:10 

له فهي ميتة أرضا أحيا من : قال صلم  النبي عن زيد بن سعيد عن  

Dari beberapa pemaparan di atas, terlihat bahwa baik Hukum Islam maupun 

Hukum Positif Nasional tidak menghendaki adanya penelantaran tanah. Karena 

tanah sebagai salah satu alat produksi harus memiliki fungsi sosial. Meskipun 

UUPA dan Hukum Islam mempunyai kesamaan dalam hal pemanfaatan tanah 

terlantar, tetapi ada juga sisi-sisi perbedaannya. Berangkat dari latar belakang yang 

telah diuraikan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

pengaturan mengenai tanah terlantar tersebut dan menungkannya dalam sebuah 

penelitian hukum yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar 

Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam”. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
10 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Juz 3, (Bairut : Al-Maktabah Al- Ashriyyah, tt), hlm. 

178 lihat juga Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi juz 3, (Bairut, 

Dar al-Garb al-Islami 1998), hlm. 55 
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1. Bagaimana pengaturan tanah terlantar  menurut hukum agraria nasional dan 

hukum islam? 

 

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui perbandigan pengaturan,tanah terlantar menurut 

hukum agraria nasional dan hukum islam. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat 

dipetakan menjadi dua aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan dan dapat membantu pembaca ataupun 

masyarakat baik dalam kelembagaan tertentu ataupun masyarakat 

secara umum dalam memberikan sudut padang baru dan 

pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. 

b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga 

bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman yang 

lebih berdasar terkait kebijakan tersebut.  

 

C. Telaah Pustaka 
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Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penelitian ulang ataupun 

penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari 

karya-karya atau peneltian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan 

tema skripsi tersebut. Setelah ditelurusi melalui tema skripsi “Perbandingan 

Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam”. 

Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan dengan tema 

skripsi tersebut, yaitu: 

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk Jurnal oleh Irna Wulandari yang berjudul 

“Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan”.11 Hasil 

penelitian ini lebih menjabarkan bahwa akibat hukum dari tanah yang ditetapkan 

sebagai tanah terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan adalah penghapusan 

Hak Guna Bangunan dan terjadi pemutusan hubungan hukum antara subjek 

pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut dengan objek tanah, atau dengan 

ditelantarkannya maka dapat menghapus Hak Guna Bangunan tersebut dan tanah 

dikuasai oleh Negara. 

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Dayat Limbong yang berjudul 

“Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya”.12 Jurnal ini membahas bahwa 

setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki 

fungsi yang begitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

 
11 Irna wulandari, “ Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan” 

Jurnal Ilmu Hukum tambun Bungai Palangka Raya Vol 5, Nomormor 2, 2020. 

12 Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya”, Jurnal 

Mercatoria, Vol. 10 Nomor. 1, Agustus 2017. 

. 
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Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka masyarakat harus meninggalkan 

tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar. Ada empat cara untuk 

penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan 

atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yang 

terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah 

terlantar yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar kemudian tanah ini dapat dijadikan seperti semula. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penertiban terhadap tanah terlantar untuk memberikan kesadaran 

terhadap pemegang hak bahwa penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak 

berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan 

potensi ekonomi tanah.. 

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Ikang Satrya Medyantara yang 

berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terlantar”.13 Dalam skripsi ini menjelaskan 

bahwa  adapun bentuk penyelesian sengketan dalam penyelesian sengketa tanah 

terlantar dapatdilakukan melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi yang masing-

masing memiliki kelebihan dankekurangan dalam praktiknya misanya melalui jalur 

non-litigasi memiliki waktu yang singkatdalam proses penyelesiannya sehingga 

bagi para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karenamerupakan proses win-win 

 
13 Ikang Satrya Medyantara, “ Penyelesaian Sengketa Tanah Terlantar”, Skripsi Universitas 

Mataram, Januari 2016. 
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solution tetapi tidak memiliki kekuatan executorial sementara melalui jalun 

pengadilan menjamin kepastian hukum tetapi prosesnya sangat panjang. 

Keempat, karya ilmiah dalam bentuk skrispi oleh Ayu Rini Titasari Haryono 

dengan judul “Kriteria Tanah Terindikasi Terlantar Serta Perlindungan Hukum 

Pemilik Hak Atas Tanah”.14 Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Tanah terindikasi 

terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 

penguasaannya. Kewajiban pemilik tanah adalah untuk memanfaatkan tanah secara 

aktif mengingat ketersediaan tanah semakin terbatas sementara kebutuhan akan 

tanah semakin meningkat serta pentingnya tanah untuk memenuhi kehidupan dan 

menjamin kemakmuran rakyat. Apabila pelaksanaan kewajiban terhadap tanah 

tersebut tidak dilaksanakan maka disebut tanah terlantar.  

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terkait peraturan tanah 

terlantar dalam perkembangannya, banyak terdapat tanah yang dengan sengaja 

maupun tidak sengaja diterlantarkan oleh pemilik hak atas tanahnya baik karena 

faktor ekonomi struktur tanah atau peruntukkan yang tidak lagi sesuai dengan 

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria tanah terlantar 

itu sendiri. Dalam penetapannya sebagai tanah terlantar, pemerintah harus 

melakukan proses identifikasi dan penelitian dahulu dengan memperhatikan data 

 
14Ayu Rini Titasari HaryoNomor , “Kriteria Tanah terindikasi Terlantar serta Perlindungan Hukum 

Pemilik hak Atas Tanah”, Skripsi Universitas Narotama Surabaya, September 2017. 
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tekstual dan data spasial tanah yang bersangkutan serta menganalisis penyebab 

terjadinya tanah terlantar.  

Oh karena itu penyusun penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan ini 

yaitu dengan judul ”Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional 

dan Hukum Islam”. 

D. Kerangka Teoritik 

1. Tanah Terlantar 

Secara filosofi tanah terlantar sangat bertentangan dengan asas yang 

menentukan bahwa tanah merupakan aset atau modal, bahkan tanah 

merupakan sumber kehidupan manusia yang berfungsi untuk 

mensejahterakan kehidupan manusia.15 Pemberian hak atas tanah haruslah 

digunakan sesuai dengan hak yang diperoleh oleh pemegang hak, sehingga 

tidak dibenarkan tanah tersebut tidak dikelola. 

Beberapa pakar hukum agraria memberikan pengertian mengenai tanah 

terlantar. Maria S.W. Sumardjono mengatakan tidak mudah menetapkan 

tanah sebagai tanah terlantar, hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan 

tanah sebagai tanah terlantar harus melihat beberapa aspek sebagai 

berikut:16 

a. Subjeknya apakah perorangan atau badan hukum; 

b. Tanah pertanian atau bangunan; 

 
15 Maria S.W. SumardjoNomor, 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak EkoNomormi, Sosial 

Dan Budaya, Kompas, Jakarta, (selanjutnya disebut Maria S.W. SumardjoNomor III), Hlm. 9 

16 Ibid., Hlm. 116 
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c. Adanya kesengajaan dari subjek atau tidak; 

d. Jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah 

terlantar. 

Asas fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA meliputi juga 

kewajiban memeliharan tanah bagi setiap orang dan badan hukum 

pemegang hak atas tanah. Pengertian pemeliharaan tanah secara a contrario 

berarti mencegah penelantaran tanah. 

Menurut Boedi Harsono penelantaran tanah lebih mengarah kepada 

terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia sehingga hak atas 

tanah menjadi hapus.17 Boedi Harsono, memberikan contoh untuk 

perusahaan diberikan HGU untuk perkebunan oleh pemerintah, namun hak 

atas tanah tersebut tidak dipergunakan dengan baik, maka hal tersebut dapat 

dijadikan alasan untuk membatalkan hak yang bersangkutan oleh pejabat 

yang berwenang. 

AP. Parlindungan menyatakan tanah terlantar lebih menitikberatkan 

pada hukum adat Indonesia yaitu tanah yang diberikan dasar penguasaan 

haknya telah berubah bentuk fisiknya akibat ditelantarkan dalam waktu 

tertentu, sehingga haknya gugur dan tanah tersebut kembali kepada 

penguasaan hak ulayat masyarakat adat.18 Sedangkan menurut Achmad 

Sodiki pengertian tanah terlantar meliputi bagaimana dan oleh siapa status 

 
17 Boedi HarsoNomor, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: 

Universitas Trisakti, 2007). Hlm. 102 

18 A.P. Parlindungan, Serba-Serbi Hukum Agraria, Bandung: Alumni,1984. Hlml. 66 
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tanah dinyatakan terlantar. Demikian juga tanah yang jatuh ke tangan 

negara, yang berarti pemiliknya sama sekali kehilangan hak atas tanah.19  

Beberapa ketentuan dalam UUPA yang berkaitan tanah terlantar adalah 

sebagai berikut: 

a. Pasal 27 huruf a angka 3, menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah 

hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan. 

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tanah 

ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. 

b. Pasal 34 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena 

ditelantarkan. 

c. Pasal 40 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus 

karena ditelantarkan. 

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap hak 

atas tanah yang diberikan atau diperoleh dari negara (Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha) hapus apabila ditelantarkan. Artinya, ada 

unsur kesengajaan melakukan perbuatan tidak mempergunakan sesuai 

dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. 

Dari pendapat para pakar hukum agraria di atas dan ketentuan dalam 

UUPA dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar merupakan keadaan 

dimana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun 

 
19 Achmad Sodiki, 2008, Mensejahterahkan Rakyat Lewat Landreform, Pengabdian 

Seorang Guru Pejuan Petani, Jakarta. Hlm. 17 
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badan hukum oleh negara, tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat 

dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya 

kembali dalam penguasaan negara. 

 

2. Maqasid Al Syariah 

Ditinjau dari segi bahasa, kata Maqāṣhid merupakan jama’ dari kata 

maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.20 

Secara akar bahasa Maqāṣhid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, 

qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.21 

Dalam kamus Arab-Indonesia kata maqshid diartikan dengan menyengaja 

atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).22 

Sedangkan kata syari’ah adalah mashdar dari kata syar’ yang berarti 

sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari’ah 

adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.23 

Selain itu juga berasal dari akar kata  syara’a, yasyri’u, syar’an yang berarti 

memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.24 Kemudian Abdur Rahman 

 
20 Ahsan Lihasanah, “al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi”, (Dar al-Salam: 

Mesir, 2008), Hlm. 11 

21 Ahsan Lihasanah, “Al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi”, Hlm. 11. 

22  Kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunu, (Jakarta: PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 

1990), hlm. 243. 

23 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah, t.p,t.t., hlm. 

262. 

24 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36. 
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mengartikan syari’ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah 

berarti jalan ke sebuah mata air25. 

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari’ah sebagai hukum-hukum 

Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-

perbuatan, perkataan-perkataan maupun i’tiqad-i’tiqad-nya secara 

keseluruhan terkandung di dalamnya.26 

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, Maqāṣhid dan syari’ah, 

serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana Maqāṣhid al-

syari‟ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam 

mensyariatkan suatu hukum. 

Sedangkan menurut istilah, Maqāṣhid al-syari’ah dalam kajian tentang 

hukum Islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan ‟bahwa kesatuan hukum 

Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam 

tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi 

mengemukakan konsepnya tentang Maqāṣhid al syari’ah, dengan 

penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan 

kesejahteraan umat manusia”.27 

Maqāṣhid al Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam 

 
25 Abdur Rahman I. Doi, Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam, terj  (Jakarta : Rineka Cipta, 

1993), hlm. 1. 

26 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah, juz I, (Beirut : Dar al-

Ma’rifah), t.t., Hlm. 88. 

27 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariah, hlm. 6. 
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ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi 

rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat 

manusia.28 

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun 

istilah, Maqāṣhid al syari’ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan 

Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai 

tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 

 

E. Metode Penelitian 

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian itu untuk menguraikan 

tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.29 Hal tersebut bertujuan 

untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk 

penyusunan skripsi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research), yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta 

mengolah bahan penelitiannya.30 Penelitian ini memanfaatkan sumber 

 
28 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, hlm. 233. 

29 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.  

30 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) 

hlm. 2-3 
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perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, seperti dengan cara 

membaca da n mempelajari buku, jurnal ilmiah, ataupun website internet 

untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 

normatif.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara 

teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang 

dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. 

Sehingga nantinya akan menganalisis tentang perbandingan pengaturan 

tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu 

dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis 

melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-

norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penafsiran perbandingan pengaturan tanah terlantar 

menurut hukum agraria nasional dan hukum islam guna memperoleh 

hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 
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Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 dan regulasi lainnya. 

Adapun kitab Ushul fiqh fiqih yang menjadi data primer adalah Kitab 

Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qa’sim, Al-Kharraj karya Abu Yusuf, 

dan Kitab Iqtisha’duna karya Muhammad Baqir al-Shadr . 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang 

dari sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan 

lebih lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, 

informasi dari website internet ataupun wawancara.  

5. Analisis Data 

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan 

dalam setiap penelitian. Pada tahap ini penulis harus melakukan pemilihan 

data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya 

merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum 

tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.31  Dalam hal 

ini regulasi mengenai hukum agraria nasional dan hukum islam yang 

mengatur tentang agraria. 

F. Sistematika Pembahasan 

 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-

252.  
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Dalam penulisan skripsi berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah 

Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam” maka, 

sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub 

bab pembahasan. Pertama yaitu latar belakang masalah, yang memuat 

tentang alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua yaitu rumusan 

masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam 

latar belakang. Ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, yang memuat 

tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Keempat yaitu 

telaah pustaka, yang memuat tentang penulusuran terhadap literatur yang 

ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Kelima 

yaitu kerangka teoritis, yang memuat tentang bentuk pola pikir tertentu 

yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam memecahkan 

suatu masalah dalam penelitian. Keenam yaitu metode penelitian, yang 

memuat tentang penjelasan langkah-langkah yang dipilih dalam 

penelitian. Ketujuh yaitu sistematika pembahasan, yang akan 

menjabarkan apa saja yang akan dikemukakan dalam skripsi tersebut. 

Bab kedua, merupakan landasan teori, nantinya akan membahas tentang 

tanah terlantar dalam hukum islam.  

Bab ketiga, akan menguraikan tentang tanah terlantar dalam hukum 

positif.  
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Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang 

perbandingan pengaturan mengenai tanah terlantar menurut hukum agraria 

nasional dan hukum islam. 

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari 

kepenulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasalahan dalam tulisan 

ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping 

mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial dan mempunyai  

kemaslahatan yang menjadi pokok tujuan syara’ daripada nilai inti dari 

Maqāṣhid syariah, yaitu untuk memelihara agama, menjaga jiwa, 

memelihara akal, memelihara kelangsungan hidup keturunan, serta menjaga 

keutuhan harta benda. Serta  Kebijakan pengelolaan tanah terlantar 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial 

tanah dapat terealisasikan.  

2. Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum 

Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan mekanisme 

pengelolaan tanah terlantar. Pertama, terkait obyek tanah terlantar dalam 

Hukum Positif Nasional adalah tanah yang sudah dilekati hak dan tidak 

dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, 

sedangkan dalam Hukum Islam tanah terlantar adalah tanah yang tidak 

bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan 

sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain 

sebagainya. Kedua, terkait dengan subyek dalam hukum positif nasional 

adalah Warga Negara Indonesia mempergunakan asas nasionalitas-
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teritorial, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini. 

Sedangkan subyek tanah terlantar dalam Hukum Islam adalah Warga 

Negara Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Asas pelekatan hak 

nationalitas-religius. Atribut pembedanya adalah status Muslim dan Non 

muslim, dar al-Islam dan dar al-harb. Ketiga, terkait dengan mekanisme 

pengelolaan tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional melalui tiga cara 

yaitu melalui hukum adat (hak buka lahan), penetapan pemerintah dan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanah terlantar menurut Hukum 

Positif Nasional dimanfaatkan untuk tiga hal, yaitu untuk Reforma Agraria, 

Program Strategis Negara dan Cadangan Negara. Sedangkan dalam Hukum 

Islam adalah melalui penguasaan barang yang belum ada pemiliknya 

melalui ihya al-mawat (hak buka lahan) dan kedua melalui iqtha’ yaitu 

pemberian tanah oleh pemerintah.  

B. Saran  

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapatlah ditarik 

beberapa saran untuk kebaikan di masa yang akan datang, yaitu :  

1. Lebih mengintensipkan penanganan tanah terlantar, sehingga 

fungsi tanah lebih bernilai sosial dan produktivitasnya terus meningkat.  

2. Menangani kepemilikan tanah yang terlalu luas yang tidak 

tergarap, sehingga berpotensi semakin banyaknya tanah-tanah terlantar. 
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